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PENETAPAN

Nomor 478/Pdt.G/2020/PA.Botg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Bontang  yang memeriksa  dan mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bontang, 16 Maret 2001, agama Islam,

pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  pendidikan

SLTA,  tempat  kediaman  di  Kelurahan  Kanaan,

Kecamatan Bontang Barat,  Kota  Bontang,  Provinsi

Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bontang, 17 Agustus 2000, agama Islam,

pekerjaan  Swasta,  pendidikan  SLTA,  tempat

kediaman  di  Kelurahan  Tanjung  Laut  Indah,

Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi

Kalimantan Timur, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  26 November

2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dibawah

Nomor 478/Pdt.G/2020/PA.Botg tanggal 26 November 2020, telah mengajukan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat adalah suami  istri  sah,  yang menikah di

Bontang  pada  tanggal  18  Juni  2020,  yang  tercatat  pada  Kantor  Urusan

Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur

dengan  Kutipan Akta Nikah Nomor 0056/11/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020;
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2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan,

dan bertempat tinggal bersama di Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang

Barat  Kota  Bontang  selama  1  bulan,  dan  terakhir  pindah  di  Kelurahan

Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 1

bulan,  dan sampai  sekarang ini  perkawinan Penggugat  dengan Tergugat

telah mencapai  5 bulan; 

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa  pada  awalnya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

berjalan  rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  awal  bulan Juli  2020  mulai

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena 

5.1. Masalah Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;

5.2. Masalah  orang  tua  Tergugat  sering  ikut  campur  dalam  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin

tajam dan memuncak terjadi akhir bulan Juli 2020 dan akibatnya sejak saat

itu hingga sekarang, selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat dan Tergugat

berpisah  tempat  tinggal  karena  Penggugat  yang  pergi  meninggalkan

kediaman;

6. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga

antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  bisa  dipertahankan  lagi,  karena

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  sulit  diatasi  dan  tidak  ada  harapan

untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai

dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan

dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan

hormat,  kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim

yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  berkenan  untuk  menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
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PRIMAIR:

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.  Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3.  Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat

datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  menyatakan  telah  kembali  rukun

dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis  Hakim, baik

Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa  oleh  karena  Penggugat  telah  mengakui  berdamai  dengan

Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka

Penggugat  selanjutnya  menyatakan  mencabut  gugatannya  dan  selanjutnya

mohon penetapan;

Bahwa  karena  Penggugat  telah  mencabut  gugatannya,  maka  proses

pemeriksaan  perkara  ini  dinyatakan  telah  selesai  sehingga  tidak  perlu  lagi

dilanjutkan;

Bahwa,  untuk mempersingkat  uraian pertimbangan ini  ditunjuk hal-hal

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah

pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali

rukun  sebagai  suami  isteri,  oleh  karenanya  perkara  ini  tidak  sampai  pada

tahapan mediasi;
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Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat

dan  kembali  rukun  selayaknya  suami  isteri  maka  Penggugat  menyatakan

mencabut gugatannya;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  di  muka  sidang  mengatakan  akan

mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut

perkaranya  dengan  alasan  sebagaimana  tersebut  di  atas,  kemudian

pencabutan gugatan Penggugat tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban

dari Tergugat, maka pencabutan gugatan tidak perlu persetujuan dari Tergugat.

Oleh  karena  itu,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  permohonan

pencabutan perkara perkara Nomor 478/Pdt.G/2020/PA.Botg oleh Penggugat

patut untuk dikabulkan; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  tersebut  telah  dinyatakan

dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  oleh

karenanya  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50 Tahun 2009,  maka seluruh biaya perkara  ini  dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta

ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.  Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

478/Pdt.G/2020/PA.Botg dari Penggugat; 

2.  Memerintahkan Panitera  Pengadilan  Agama  Bontang untuk  mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 

3.  Membebankan kepada Penggugat untuk membayar  biaya perkara sejumlah

Rp286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah); 

Demikian  penetapan  ini  ditetapkan  dalam  musyawarah  Majelis

Hakim Pengadilan  Agama Bontang  pada  hari  Selasa  tanggal  08  Desember

2020 Masehi  bertepatan dengan tanggal  23 Rabi’ul  Akhir  1442 Hijriah oleh
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Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I, sebagai  Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I dan

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I  masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

dibacakan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  oleh  Ketua  Majelis  tersebut

dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hijerah, S.H.,S.H.I, sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I

Hakim Anggota Hakim Anggota

Riduansyah, S.H.I. Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hijerah, S.H.,S.H.I.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,-

-  Proses : Rp 50.000,-

-  Panggilan : Rp 170.000,-
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-  PNBP : Rp 20.000,-

-  Redaksi : Rp 10.000,-

-  Meterai : Rp                    6.000,-  

J u m l a h : Rp 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
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